WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT {!

AL T NAN

SURABAYA

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I SURABAYA

NOMOR 68 TAHUN 1998

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN SATU ATAP KEPADA MASYARAKAT

DILINGKU

NGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA

nimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan umum
kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari fungsi
Aparatur Negara sebagai Abdi Masyarakat disamping sebagai
Abdi Negara, dipandang periu menetapkan Tata Cara
Pelayanan Satu Atap Kepada Masvarakat dilingkungan

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya dengan

ngingat

menuangkannya dalam suatu Keputusan.

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam tLingkungan Propinsi Jawa
Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta, vang telah diubah dengan UUndang-undang
Nomor 2 Tahun 1985

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah :

3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman
Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan Dibidang
Usaha

4. Instruksi Presiden Nomor 1. Tahun 1895 tentang
Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelavanan Aparatur
Pemerintah kepada Masvarakat : ’

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 9CG/MENPAN/1989 tentang Program Pemacu sebagai
Prioritas Pendayagunaan Aparatur Negara :

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 78.A/MENPAN/1883 tentang Organisasi dan Tata
Kerija Staf Menteri Negara Pendayagunaan  Aparsatur
Negara ;

7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
. Nomor : 81/MENPAN/1993 tentang Pedoman Tatalaksana
Pelayanan Umum ; '



10.

1.

12.

13.

14,
15.

16,

17.

18,

49,

20.

Keputusan Bersama Menteri Adama dan  Menteri Dalam
Neger; Noemor : 01/KEPBER/MAG~MDON/ 1969 tentang
Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintshan dalam menjamin
ketertiban dan kelancaran palaksanaan pengembangan dan
ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya ;

Reraturan Daereh Kotamadva Daerah Tingkat II Surabava
Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pelavanan Bidang Tata Kota,
yang telah diubah denaan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 1994

Peraturan Dasrah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Nomor 14  Tahun 1989 tentang Susunan Qrganisasi dan
Tatakeria Dinas Pendapatan Daerah Kotamadva. Oaerah
Tingkat 1! Surabaya ; T

Peraturan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat II Surabaya
Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pemberian IZin Tempat Usaha

‘dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan {HQO) dalam
-Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Peraturan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat I1 Surabaya
Nomor 1 Tahun 1893 tentang Organisasi dan Tatakeria
Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat 11
Surabava ;

Peraturan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat 1! Surabava
Nomor 13 Tahun 1994 tentang Retribusi Pelayanan di
Bidanga Bangunan ;

Peraturan Daerah XKotamadva Daerah Tingkat 11 Surabavya
Nomor 21 Tahun 1995 tentanag Paijak Reklame

Peraturan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat II Surabaya
Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tsanah

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Nomor 7 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerija
Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Surahava ;

Peraturan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat 11 Surabaya
Nomor 8 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakarija
0inas Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I
Surabaya ;

Peraturan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat II Surabava
Nemor 23 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatskerja
Dinas Pengelolaan Tanah Daerah Kotamadya Daarah
Tingkat Il Surabava ;

Keputusan Walikotamadva Kepala Daerah Tingkat 11
Surabaya Nomor 169 Tahun 1993 tantang Tata Cara
Pemberian 1Izin Tempat Ibadah dalam Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya ;

Keputusan Wwalikotamadvya Kepala Qaerah Tingkat IT
Surabaya Nomor 170 Tahun 1993 tentang Tata Cara
Pemberian Pelayanan Bidang Tata Kota didalam Wilayah
Kntamadva Daerah Tingkat II Surabava ;



netapkan

21. Keputusarn Walikotamadya Kevala Daerah Tingkat Il
Burabava Nomor 32 Tahun 1985 tentang Tata Cara
Penvelesasan Izin Mendirikan Bangunan didalam Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Sursbava

22, Keputysan Walikotamadva Kepala Daerah Tingkat |1 8
Surabaya Nomor 23 Tahun 1997 tentany Tata Ceara
Penvelesaian Izin dan Ketentuan Pelaksangan femasangan
Reklame  didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabava

23. ¥eputusan Walikotamadyva Kepala Daerah Tingkat Il
Surabaya Nomor 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara
Penvelesaian Izin Pemakaian Tanah ;

24. Keputusan Wwalikotamadya Kepala Daerah Tingkat |
Surabava Nomor 1t Tahun 1998 tentang Tata Cara
Penyelesaian, Pengalihan dan Pendaftaran Ulang 1zin
Tempat tisaha dan Izin Berdasarkan Undang~undang
Gangguan (HO) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
Il Surabava ;

25. Burat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Yingkat 1l
Surabaya Nomor ; 213/WK/1980 tentang Susunan Organi -
sasi dan Tata Kerja Kantor Sosial Politik Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya. :

MEMUTUS KAN

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA
TENTANG TATA CARA PELAYANAN SATU ATAP KEPADA MASYARAKAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA OAERAH TINGKAT 11
SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Kepuiusan ini, ditetapkan tats cara pelayanan
satu atap kepada masyarakat dilingkungan Pamerintah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya dengan mekanisme
pelavanan satu atap sebagaimana dinvatakan dalam lampiran
Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Pelaksanaan pelayanan satu atap {pelayanan terpadu}
kepada masyarakat dilingkungan Pemerintah Kotamady=a
Daerah TingKat II Surabaya ditakukan secara bertahap,
sedangkan untuk tahap pertama terhegap jenis
pelayanan/perizinan adalah sebaqai berikut

a. Izin Pemasangan Rseklame

b. Izin Mandirikan Bangunan (IMB) ;

¢. Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) ;
d. Izin Pemakaian Tanah ;

a. Pelayanan Bidang Tata Kota

f. 1zin Tempat lbadah,

{2) Panvyelenggaraan pelayanan masvarakat vyang tidak
termasuk pada ayat (1) Pasal ini, secara bertahap
akan diarahkan menfadi pe‘avanan satu ataop.



(L INAN Keput
rikan kepada

h. 1. Sdr.
2. Sdr.
3. Sdr.
4, 8dr.
5. Para

Pasal 3

Tata cara penyelesaiah perizinan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 Keputusan ini, masih tetap dilaksanakan
oleh Instansi terkait sesuail dengan tugas pokok dan
fungsinya mengacu pada ketentuan vang berlaku.

fasal 4
{1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

(2) Mengumumkan Keputusan 1ini dalam Lembaran paerabh
Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surabaya.

Ditetapkan di S UR A B A Y A.
pada tanggal 28 AGUSTUS 1988.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT 1T SURABAYA

ttd.
usan ini disam- M. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabava
Pimpinan DOPRD Kodya Dati 11 Surabavys ;
Inspektur Wilayah Kodya Surabaya ;

Anqgota Panitia Pertimbangan Perizinan.

Diumuymkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 53 Tanggal 28 AGUSTUS 1998,

SALI

NAN sesuai dengan Asltinya

An. Sekretaris Kotamadya Daerah

Ting&at IT Surapava
Y

L N ’/
Kepala Bagian Kum
N
“\M,/?i\ .
-—-""'-'"‘_-——“m
"""‘"’

KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tingkat I,
NIP. 510 036 B85,



SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA

DAERAH TINGKAT I SURABAYA
NOMOR : 68 TAHUN 1998.
TANGGAL : 28 AGUSTUS 1988.

MEKANISME . _% . iva SATU ATAP KEPADA MASYARAKAT

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA

I. PELAYANAN IZ7IN PEMASANGAN REKLAME

A'

Pemohon

1.

3.

4-

Mengambil formulir/mengajukan parmoheonan Izin  Pemasangsan
Rekiame pada Loket 1,

Mengambil nota perhitungan pembavaran pajak rekleme pada
loket I dalam waktu & (1ima) hari kerija satalah
menyerahkan berkas permohonan izin.

Membayar retribusi/pajak pada loket VI (Dinas Pendapatah
Daerah).

Mengambil Izin Reklame pada loket I dengan menunjukkan

bukti rpembayaran dari Dinas Pendapatan Daerah sebagai
berikut

a. penvelesaian 1izin baru untuk Jjenis reklame papan
{biliboard) paling lama 15 (1ima belas) hari setelah
permohonan izin diterima dan dicatat di Dinas
Pendapatan Daerah dengan ketentuan persyaratan
permohonan lengkap, sedangkan untuk perpanjangan
setelah masa part ' sipasi hahis jenis reklame tearsebut
patine Taiwvg o {=epuluh) nari.

b. penvyelesaian 1izin untuk jenis reklame kain, tempel,
selebaran, berialtan, kendaraan. peragaan, udara, suara,
slide atau film paling lama 6 (enam) hart setelah
permcohonan izin diterima dan tercatat di Dinas
Pendapatan Daerah dengan ketentuan persyaratan
permohonan lengkap, sedangkan untuk perpanjangan jenis
reklame tersebut paling lama 4 {empat) hari,

Petugas lLoket T :

1.

Tampat memberikan pelayanan atau informasi tarhadap
masyarakat baik calon pamchon maupun pemohon yang berkas
permohonan masih dalam proses,

Maneliti berkas permohonan dan apabila telah memenuhi
persyaratan administrasi berkas diterima dan kepada
pemohon diberi tanda bukti penerimaan.

Menyvampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala
Dinas Pendapatan Daerah untuk diteruskan kepada Tim
Pemberi Pertimbangan.

Menvampaikan izin Pemasangan Reklame kepada pemohon
setelah menunjukkan bukti pembayaran dari Dinas Pendapatan
Daerabh (Loket Vi),

Dinas Pendapatan Daerah

1.

mputer dan menyampaikan

Merekam dsta permchonarn xed
8 T, GENTA KREASI UTAMA

tembar kedua permohonar
A{GKUY.

Tarm X
5

00



Berkas permohonan raklamre tetan disampaikan kepada Tim
Pemberi Pertimbangan. sedangkan reklame insidentil dan
perpanianaan reklame tetap langsung diproses oleh Dinas
Pendapatan Daerah,

Menviapkan tanda bukti pembavaran untuk pemohon, setelah
Tim Pemberi Pertimbangan memberikan keputusan persetuiuan,

Menyiapkan Izin/Pencliakan Pemasangan Raklame dan
menyerahkan 1zin tersebut kepada pemohon melalui petugas
Toket 1.

D. Tim Pemberi Pertimbangan

1. Mengadakan pembahasan dan penelitian baik administrasi
maupun teknik dilapangan terhadap berkas permohonan dan
memberikan keputusan pertimbangan dalam jangka wakiu 5
(1ima) hari kerja.

2. Apabila dalam jangka waktu tersebut diatag panitia pemberi
pertimhangan belum memberikan pertimbangan maka Kepala
Bagian Pertimbangan dapat Jangsung menyiapkan konsep
pemberian izin atau konsep pencolakan izin setelah
mempertimbangan berhagai faktor vang dipandang perlu.

E. Lain-lain :

1. Pada prinsipnya pelayanan satu atap ini hanya merupakan
penerimaan berkas permohonan darn pemberian izin kepada
pemohon. Sedangkan mekanisme penvelesatan 1zin sesuat
dengan Keputusan Waiikotamadya Kepala Daerah Tingkat I1
Surabava Nomor 23 Tahun 19397 tentang Tata Cara
Penyelesaian Izin dan Ketentuan Pelaksanaan Pemasangan
Reklame didaslam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabava.

2. Jumlah petugas loket disesuaikan dengan beban tugas untuk
kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

F. Alur Pelavanan I1z1i. Pemasangan Reklame

PROSES PENYELESAIAN
NG . | PEMOMON/PETUGAS . KETERANGAN
1 11 I11 iv v Vi
1. | PEMOHON O o]
B {

2. |PETUGAS LOKETY 1 I-———:v—— ) >0
3. |DINAS PENDA- L——>— 0

PATAN DAERAH l
4.|TIM PEMBERI PER —s- o

TIMBANGAN

J UMW L AN




If.

PELAYANAN TZIN MENDIRIKAMN BANGUNAN

A. Pemohon

1.

3.

4.

B.
1,
2.
3.
4.
C.

1.

Mengambil formulir/mengaiukan permehonan Izin Mendirikan
Bangunan pada Loket T11.

Apabita berkas permchonan diterima oleh petugas loket,
datam jangka waktu & (1ima)} hari kerja pemohon harus
kembali mengambil tanda bukti pembayaran pada loket I1.

Membavar retribusi mendirikan bandgunan pada loket Dinas
Pendapatan Daerah (toket VI).

Mengambil Izin Mendirikan Bangunan pada loket IT dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerija setelah menunjukkan
bukti pembayaran dari Dinas Pendapatan Daerah.

Petugas Loket 11

Tempat memberikan pelavanan atau informasi terhadap
masvarakat baik calon pemohon maupun oemchon yang berkas
permohonan masih dalam proses,

Menelsti berkas permohonan dan apabila telah memenuht
persyaratan administrasi berkas diterima dan kepada
pemohon diteri tanda bukti penerimaan.

Menvampaikan herkas permohonan tersebut kepada Kepala
Dinas Bangunan Daeraly untuk diproses lebih lanjut.

Menyampaikan Izin Mendirikan Bangunan Kkepada pemohon
setetah menuniukkan bukti pembavaran dari Dinas Pendapatan
Daerah.

Dinas Pengawasan Bangunan Daerah

Merekam data permohonan kedalam komputer untuk pengawasan
dan pengendalian terhadap bangunan yang ada dalam wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat 1I Surabava.

Berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan oleh Dinas
Bangunan Daerah langsung diproses sesuai dengan ketentuan
vang berlaku.

Menyiapkan tanda bukt i pembavaran retribusi Izin
Mendirikan Bangunan untuk pemohor, setelah permohonan
disetujui.

Menyiapkan Izin/penolakan IMB dan menyarahkan 1zin
tersebut kepada pemohon metalui petugas Loket II.



bD. Lain—-lain

1.

Pada prinsipnya pelayanan satu atap ini  hanya merupaka
penerimaan berkas permochonan dan pemberian i1zin kepad
pemohon, Sedangkan mekanisme penyalesaian 3zZin sesua
dengan Keputusan Walikotamadya Kenala Daerah Tingkat I
Surabava Nomor 32 Tahun 1995 tentang Tata Car
Penyelesaian 1zin Mendirikan Bangunan didalam Wilaya
Kotamadyva Daerah Tingkat II Surabava.

Jumiah petugas loket disesuaikan dengan beban tugas untu
ketancaran pelayanan kepada masyarakat.

E. Alur Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan :

PROSES PENYELESAIAN

NO. | PEMOHON/PETUGAS KETERANGAN
I 11 111 | 1v v VI

1. | PEMOHON o [——>— o

2. |PETUGAS LOKET L~—>~ o >0

|

II

o

t
DINAS BANGUNAN L——>— o
DAERAH

DINAS PENDA - [->*

PATAN DAERAM

~

JUMLAH

.




PELAYANAN IZ7IN BERDASARKAM UNDANG-UNDANG GANGGUAN :

A. Pemohon

1.

Mengambil formuiir/mengaiukan permchonan Izin Berdasarkan
Undang-undang Gangguan pada Loket III.

Ménqambil nota perhitungan pembayaran retribusi pada loket
11T dalam waktu 15 {1ima Belas! hari setelah menyersahkan
berkas permohornan izin,

Membavar retribusi izin pada loket Dinas Pendapatan
Daerah (Loket VI).

Mengambil 1zin Berdasarkan Undang-undang Gangguan pada
Joket 111 daltam jangka waktu 10 (sepuluh) bhar! setelah
menuniukkan bukti pembaveran dari Dinas Pendapatan Daerah.

Petugas Loket III

1.

2.

4.

Tempat memberikan pelavanan atau informast terhadap
masyarakat baik calon pemchon maupun pemohon vang berkas
permohonan masih dalam proses,

Meneliti berkas permohonan dan apabila telah memenuhs
persyaratan administrasi berkas diterima dan kepada
pemohon diberi tanda bukti penerimaan.

Menvampaikan berkas permghonan tersebut kepgda Keoa1g
Bagian Perkotaan untuyk diteruskan kepada Tim Pemberi

Pertimbangan.

Menvampaikan 1zin Undang-undang Gangguanh keoada .pemohoq
setelah menunjukkan bukti pembavyaran retribusi Izin dari
Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Perkotaan

1.

Merekam data permohonan kedalam komputer untuk pengawasan
dan pengendalian terhadap perusahaan-perusahaan vyang ada
dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabava.

Memberitahukan/mengumumkan tiap—tiap permohonan izin vyang
tidak disatujui/sditolak seketika kspada para pihak vyang
berbatasan dengan persil/lokasi tempat usaha yang
dimaksudkan izin dan para pihak yang disebut dalam pasal 6
avat 72 sub II huruf C1.

Menvampaikan herkas permohonan Izin HBerdasarkan Undang-
undang Gangguan kepada Panitia Pertimbangan 1izin untuk
dibahas Tebih Tanijut.

Menyiapkan nota perhitungan pembayargn retribusi jzin
untuk pemohon, setelah Tim Pemberi Pertimbangan memberikan
Keputusan persetujuan,

Menyiapkan Izin/Penolakan dan menyerahkan kepada pemohon
melalul petugas loket III,



D. Tim Pemberi Pertimbangan

1.

Mengadakan pembahasan dan peneilitian baik administrasi
maupun teknik dilapangan terhadap berkas permohonan dan
memberikan keputusan pertimbangarn dalam jangka waktu 15
(1ima belas) hari.

Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas Tim pemberi
pertimbangan belum memberikan pertimbangan maka Kepala
Bagian Perkotaan dapat langsung menyijapkan konsep
pemberian 1zin atau konsep penolakan izin setaiah
mempertimbangan berbagai faktor vang dipandang periu.

E. Lain~Tain

1 .

Pada prinsipnya pelavanan satu atap ini hanya merupakan
penerimaan berkas permohonan dan pemberian izin kepada
pemohon. Sedangkan mekanisme penvelesaian dzin sesuai
dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11
Surabava Nomor i1 Tahun 1998 tentang Tata Carsa
Penvelesaian, Pengalihan dan Pendaftaran tlang lzin Tempat
Usaha dan 1Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO)
dalam Wilavah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Jumlah petugas loket disesuaikan dengan beban tugas untuk
kelancaran petavananh kepada masyarakat.

F. Alur Pelayanan 1zin Berdasarkan Undang-undang Gangguan

PROSES PENYELESAIAN

Nq. PEMOHON/PETUGAS KETERANGAN
J 1 11 i1l v v Vi
1 . | PEMOHON o o
PETUGAS LOKET L——>_ o) O— et

i1l

DINAS PENDA - [——>-

3. o)
PATAN DAERAH |

M. |BAGIAN PERKO - [—_>_ o
TAAN l

5.1 TIM PEMBERI PER G S
T IMBANGAN
JUML AH

1v. PELAYANAN IZIN PEMAKAIAN TANAH -

A. Pemohon :

1.

Mengambil formulir/mengajukan permohonan 1Izin Pemakaian
Tanah pada Lokat 1V.



Z2.

Apabila berkas permohonan diterima oleh petugas 1ioket,
maka dalam jangka waktu

a. 6 (enam) hari kerja pemohon harus mengambil tanda bukti
pembayaran pada Loket IV untuk penyelesaian izin vang
belum pernmah dikeluarkan izin.

b. 2 (dua) hari kerija pemohon harus mengambil tanda bukti

pembayaran pada Loket IV untuk penvelesaian izin karena
perpaniangan. -

€. 2 (dua) hari kerja pemohon harus mengambil tanda bukti
pembayaran pada Loket IV untuk penvelesaian izin Karena
pengalihan hak.

. Membayar retribusi pada loket Dinas Pendapatan Daerah

{loket VI).

. Mengambil Izin Pemakaian Tanah pada Loket IV masing-masing

sebagai berikut

g. 15 (lima belas) hari untuk izin yang belum pernah
dikeluarkan izin.

b. 6 (enam) hari untuk izin karena perpanjangan.

c{ 6 (enam) hari untuk izin karena pengalihan hak.

B. Petugas Loket 1V :

1.

1.

Tempat memberikan pelavanan atau informasi tearhadap
masyarakat baik calon pemohon maupun pemohon yand berkas
permohonan masth datam proses.

Meneliti berkas permohonan dan apabila telah memenuhi
persyaratan administrasi berkas diterima dan kepada
pemohon diberi tanda bukti penerimaan.

Menvampaikan berkas permohonan tersebut kenadq Kepq]a
Dinas Pengelolaan Tanah Daerah untuk diproses lebih lanjut
sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

Menyampaikan Izin Pemakaian Tanah kepada pemohon setelah
menunjukkan bukti pembavaran dari. Dinas Pendapatan Daerah
{Toket VI)},

Dinas Pendapatan Daerah

Merekam data permohonan kedalam komputer dalam ‘raqgga
pengawasan dan pengendalian terhadap aset-aset mitik
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabavya.

Menyiapkan tanda bukti pembayaran untuk pemahon.

Menyiapkan 1Izin Pemakaian Tanah kepada pemohon melalui
petugas loket 1V,



D. Lain-1ain

1.

Pada prinsipnya pelayanan satu atap ini hanya merupakan
penerimaan berkas wpermohonan dan pemberian izin kepada
pemohon, Sedangkan mekanisme penyelesaian 1izin sesuai
dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1II
Surabava Nomot 01 Tahun 1938 tentang Tata Cara
Penvelesaian Izin Pemakaian Tanah.

Jumiah petucas loket disesuaikan dengan beban tugas untuk
kelancaran pelayanan kepada masyarakat .

E. Alur Pelavanan Izin Pemakaian Tanah :
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PELAYANAN BIDANG TATA KOTA :

A. Pemochon

1.

2.

Mengambil formulir/mengajukan permohonan Pelayanan B8idang
Tata Kota pada Loket V. '

Apabila berkas permohonan diterima oleh petugas Joket,
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja pemohon harus
mengambil tanda bukti pembayaran pada Loket V,

. Membayar retribusi/pajak pada Joket Dinas Pendapatan

Daerah.

Mengambil Surat Keterangan maupun Surat Pert imbangan
B8idang Tata Kota pada loket V dalam jangka waktu 15 (lima
belas) hart setelah manunjukkan bukti pembayaran dari
Dinas Pendapatan Daarah.

B. Petugas Loket V :

1.

Tempat memberikan pelavanan atau informasi terhadap
masvarakat baik calon pemohon maupun pemohon yang berkas
permohonan masih dalam proses.



2. Meneliti bherkes rermgrhonan dan  anabila telah memenuhi
persyaratan mumtnistrasi berkas diterima dan kepada
pemohon diberi tanda bukti penerimaan.

3. Menyampaikan berkas permohonan tersebut KkKepada Kepala
Dinas Tata Kota Daerah untuk diproses lebih lanjut.

4. Menvyampaikan Surat kKeterangan maupun Surat Pertimbangan
Bidang Tata Kota kepada pemohon setelah menunjukkan
bukti pembavaran dari Dinas Pendapatan Daerah.

C. Dinas Tata Xota Daerah

1. Merekam data permohonan kedalam komputer untuk pengawasan
dan pengendalian terhadap pelavahan Bidang Tata Kota dalam
Wilayah Kctamadva Daerah Tingkat 11 Surabavya.

?2. Berkas permohonan pslayanan Bidang Tata Kota oteh Dinas
Tata Kota Daersh langsung diproses sesuat dengan kKetentuan
yvyang berlaku. .

3. Menyiapkan tanda bukti pembavaran untuk pemchon, setelah
permohonan disetuijui.

4. Menviapkan Surat Keterangan maupun Surat Partimbangan
Bidang Tata Kota/pencliakan kepada pemohon melalui petugas
loket V.

E. Lain-1ain

1. Pada oprinsipnya i:iayanan saty atap ini hanya merupakan
penerimaan berkas permohonan dan pemberian 1izin kepada
pemchon. Sedangkan mekanisme penvelesajan izin sesuai
dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11
Surabaya Nomor 170 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemberian
Pelayanan Bidang Tata Kota didalam Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Surabavya.

2. Jumlah petugas lToket disesuaikan dengan beban tugas untuk
kelancaran pelavanan kepada masyarakat.
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TIZIN TEMPAT IBADAH

A. Pemohon

1.

2.

Mengambil formulir/mengajukan permohonan Izin Tempat Usahsa
pada Loket VI.

Menqamb§1 tanda bukti penerimaan, apabila permohonan tetah
memenuhi persyvaratan administrast.

Mengambil Izin Tempat Ibadah setelah menunjukkan bukti
penerimaan dari Loket VI.

B. Petugas Loket VI :

1.

Tempat memberikan pelayanan atau informasj terhadap
masvarakat baik calon pemohon maupun pemochon yang berkas
permohonan masih dalam proses.

Meneliti berkas permohonan dan apabila telah memenuhi
Dersvaratgn administrasi berkas diterima dan kepada
pemchon diberi tanda bukti penerimaan.

Menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Tim Pemberi
Pertimbangan Izin Tempat Ibadah.

Menviapkan konsep Surat Izin/Penolakan Parmohonan
berdasarkan pertimbangan dari Tim Pemberi Pertimbangan.

Menyampaikan konsep Surat Izin/Penolakan Permohonan Izin

‘Tempat Ibadah Kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui

Sekretaris Kotamadya Daerah untuk ditandatangani.

Menyampaikan Surat Izin/Penolakan nermohonan Izin
Tempat Ibadah vang telah ditendatangani kepada pemohon.

C. Tim Pemberi Pertimbangan

1.

Mengadakan penelitian baik administrasi, teknis, maupun
dilapangan terhadap permohonan Izin Tempat Ibadah
dimaksud.

Menyampaikan pertimbangan kepada walikotamadya Kepala
Daerah yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

D. Lain-lain

1.

Pada prinsipnya pelayanan satu atap ini hanya merupakan
penerimaan berkas permohonan dan pemberian izin kepada
pemohon. Sedangkan mekanisme penyelesaian izin sesuail
dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11
Surabaya Nomor 163 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemberian
I1zin Tempat Ibadah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabava.

Jumlah petugas loket disesuaikan dengan beban tugas untuk
kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
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E. Alur Pelavanan Izin Tempat
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KODRAT SAMADIKUN, SH.

Panata Tingkat 1.
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